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Abstrak 

Penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali diwujudkan dalam bentuk Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam kegiatan pendaftraran tanah pertamakali secara sporadik merujuk pada  ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Juncto Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan rumah susun dan pendaftaran Tanah dengan tujuan agar sanggahan keberatan dapat diajukan dalam masa pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik, kendala dalam penerapannya serta upaya mengatasinya dan akibat hukum apabila tidak diterapkan asas publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah peratama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (field research) dengan wawancara (interview) dan Literatur (library research). Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan ketentuan namun pelaksanaanya masih ada yang kurang yaitu para Keuchik Gampong yang bersangkutan tidak melaksanakan pengumuman langsung di objek tanah yang sedang dimohon hak dan ditempat keramaian lainnya selain di papan informasi Gampong. Kendalanya yaitu masih lemahnya pemahaman masyarakat dan Kechik terhadap proses pendafataran tanah dan hukum pertanahan. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe terus mengarahkan kepada Keuchik agar pengumuman dapat dilakukan secara efektif sesuai kondisi masyarakat setempat dan memberikan pemahaman tentang potensi permasalahan dibidang pertanahan. Akibat hukum apabila asas publisitas tidak diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe akan terbit sertipikat hak atas tanah yang dapat  dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan demikian sertipikat tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum. Disarankan kepada Kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar punya database kontak person Keuchik dan menerapkan sistem tanda tangan elektronik pada penguman, kepada Keuchik dalam menerapkan asas publisitas dapat melakukan pengumuman tepat di objek tanah yang dimohon hak agar mudah diketahui publik. Kepada penyanggah agar dapat mencari informasi tentang alur proses serta ketentuan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : Asas Publisitas, Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe

Abstract
The application of the principle of publicity in the first land registration activities is manifested in the form of announcements of physical data and juridical data in sporadic first land registration activities referring to the provisions of Article 26 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration in conjunction with Article 88 Paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning management rights, land rights, apartment units and land registration with the aim that objections can be submitted during the announcement period. This study aims to examine the application of the principle of publicity in sporadic first-time land registration activities, obstacles in its application and efforts to overcome them and legal consequences if the principle of publicity is not applied in sporadic first-time land registration activities at the Lhokseumawe City Land Office. The research method used is empirical juridical research with the Statute Approach and Case Approach. Data collection is done through field research techniques (field research) with interviews (interviews) and literature (library research). Data analysis in this research is qualitative analysis. The results showed that the application of the principle of publicity in the first time land registration activities sporadically at the Lhokseumawe City Land Office was in accordance with the provisions but the implementation was still lacking, namely the Keuchik Gampong concerned did not carry out direct announcements on the land object being requested for rights and in other crowded places besides the Gampong information board. The obstacle is the weak understanding of the community and Keuchik on the land registration process and land law. Efforts made by the Lhokseumawe City Land Office continue to direct the Keuchik so that announcements can be made effectively according to local community conditions and provide an understanding of potential problems in the land sector. The legal consequences if the principle of publicity is not applied in the first time sporadic land registration activities at the Lhokseumawe City Land Office will be issued land rights certificates that can be cancelled by the competent authority at the request of an interested party thus the certificate cannot provide legal certainty. It is suggested to the Lhokseumawe City Land Office to have a database of Keuchik's contact person and implement an electronic signature system on the announcement, to the Keuchik in applying the principle of publicity can make an announcement right on the object of land requested for rights so that it is easily known to the public. To the objector in order to find information about the process flow and provisions of land registration to the Lhokseumawe City Land Office.
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A. PENDAHULUAN
Pengaturan mengenai bumi, air dan kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya telah tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu sebagaimana dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal kepemilikan hak atas tanah telah secara 
khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Selain itu, diakui pula hak-hak lain yang diatur pada peraturan lain dan hak lain yang memiliki sifat sementara. 
Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah tersebut, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah sebagaiamana dalam Pasal 19 UUPA menentukan bahwa :
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : 
a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 
b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 
4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya- biaya tersebut.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak-hak atas tanah.
Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.[footnoteRef:1] [1: Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm..72] 

Selain ketentuan yang diatur dalam UUPA mengenai pendaftaran tanah, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan peraturan perundangan berupa Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa : 
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Kegiatan Pendaftaran Tanah memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Salah satu ketentuan untuk terwujudnya kepastian hukum yaitu dengan terpenuhinya Asas Publisitas dalam kegiatan pendaftran tanah. Penerapan asas publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sangat penting, karena untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk dapat mengajukan sanggahan terhadap suatu bidang tanah yang didaftarkan sebelum diterbitkannya sertipikat supaya tidak menimbulkan sengketa tanah dikemudian hari.
Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 3 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah, sebagai berikut:  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar agar mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan untuk dapat mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Salah satu tahapan dalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yaitu adanya masa pengumuman sebagai wujud dari pemenuhan Asas publisitas yang memberikan kesempatan untuk menyanggah terkait kebenaran data fisik maupun data yuridis baik kepada pemohon maupun kepada pihak lain yang merasa haknya dirugikan guna untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.  Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam kegiatan pendaftraran tanah pertamakali secara sporadik dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. 
Asas Publisitas diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut terhadap mekanisme pengumuman data fisik dan data yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria /KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
[bookmark: _Hlk191508998]Menurut Maria Darus Badrulzaman yang dimaksud dengan asas publisitas adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan.[footnoteRef:2] Dengan dilaksanakannya pengumuman tersebut, maka seseorang yang hendak membeli sesuatu hak atas tanah tidak perlu melakukan penyelidikan sendiri, karena keterangan mengenai subjek dan objek atas suatu bidang tanah dapat diperoleh dengan mudah pada instansi pemerintah yang ditugaskan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Kemudian Elza Syarief mengemukakan asas publisitas berarti setiap orang dapat mengetahui informasi kepemilikan atas suatu bidang tanah : siapa yang memiliki, berapa luasnya, dan apakah terdapat beban di atasnya.[footnoteRef:3] [2: Maria Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Buku Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 138]  [3: Elza Syarief, Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Gramedia, Jakarta. 2014, hlm. 62] 

Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe melalui  Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam kurun waktu 2021-2024 telah menerima sejumlah pengaduan dari Masyarakat berkaitan dengan kegiatan pelayanan pertanahan baik kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Berdasarkan data pengaduan yang yang diterima oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sejak tahun 2021-2024 secara tipologi kasus dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini : 
	[bookmark: RANGE!A2:D7]Tabel 1
Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe 
Periode Tahun 2021-2024


	No
	Jenis Pengaduan
	Jumlah Pengaduan
	

	1
	Tumpang Tindih
	6
	

	2
	Keberatan Data Fisik dan Yuridis
	4
	

	3
	Keterlambatan Proses
	5
	

	Total
	15
	


Sumber data Register Pengaduan Terpantau Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2024 per 6 September 2024

Berdasarkan data tabel di atas terdapat 15 (lima belas) pengaduan yang diterima oleh seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe periode tahun 2021-2024  dengan rincian 10 (sepuluh) kasus pengaduan berkaitan langsung dengan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan 5 (lima) kasus pengaduan lainnya berkaitan dengan keterlambatan proses terhadap berbagai layanan lainnya seperti proses roya hak tanggungan, kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL ) serta kegiatan pemisahan hak atas tanah sehingga menimbulkan protes dari pemohon.
Berikut  tabel yang menyajikan data kasus pengaduan tersebut:
	[bookmark: RANGE!A1:C8]Tabel 2
Jumlah Sanggahan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik 
Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe 
Periode Tahun 2021-2024

	
	
	

	Jumlah Berkas Pengumuman 
	Masa Masuk Sanggahan
	Jumlah Sanggahan

	
	
	
	

	 273
	Sebelum Pengumuman
	2
	

	
	Dalam Masa Pengumuman
	1
	

	
	Setelah Masa Pengumuman
	7
	

	
	Total
	10
	


Sumber data Register Pengaduan Terpantau Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2024 per 6 September 2024
Berdasarkan Data Tabel di atas terdapat 10 (sepuluh) kasus pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 4 (empat) kasus pengaduan  dengan rincian 2 (dua) kasus pengaduan yang diajukan sanggahan sebelum data fisik dan data yuridis nya diumumkan dan 1 (satu) kasus pengaduan diajukan tepat dalam masa pengumuman serta 1 (satu) kasus lainya diajukan sanggahan justru setelah pengumuman berakhir dan telah diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya.
	Adapun kasus Sanggahan sebelum masa pengumuman yang pertama diajukan oleh Nuraida secara lisan ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe terhadap permohonan hak milik atas nama Nuraida terhadap sebidang tanah yang terletak di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada tahun 2023. Kasus sanggahan sebelum pengumuman yang kedua diajukan oleh Saiful terhadap permohonan hak milik atas sebidang tanah yang dimohonkan atas nama Sayid Bakri pada tahun 2023 yang terletak di Gampong Blang Teu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Terhadap kasus sanggahan yang diajukan dalam masa pengumuman diajukan oleh Nurhabibah terhadap permohonan hak milik atas nama Ayi Mahendra terhadap bidang tanah yang terletak di Gampong Kumbang Punteut Kecamatan Blang Mangat pada Tahun 2024 dan terakhir Kasus Sanggahan diajukan justru setelah pengumuman berakhir dan telah diterbitkan sertipikat Hak Milik atas nama Sofyan Pakeh, sanggahan diajukan oleh Ridwan Syamaun pada tahun 2023 secara tertulis yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.
Oleh karena Itu Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terkait dengan Penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik Pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe demi terwujudnya kepastian hukum.

B.	METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (field research) dengan wawancara (interview) dan Literatur (library research). Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Asas Publisitas dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.
Salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe yaitu menyelenggarakan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik. pendaftaran tanah secara soporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal. Pada pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat individual maupun massal atau kolektif menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, datang ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya didaftar atau (disertipikatkan), dan menanggung seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon.
Hal sangat penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik adalah asas publisitas, yang dimaksud dengan asas publisitas adalah pengumuman data fisik dan data yuridis dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan sanggahan dan keberatan terhadap kebenaran data fisik maupun data yuridis sebelum hak nya disahkan dan dibukukan kedalam buku tanah serta penerbitan sertipikatnya. Masyarakat yang dimaksud adalah para pihak siapa saja yang merasa haknya dirugikan dengan adanya penerbitan sertipikat tersebut, baik pihak yang memohon, tetangga batas maupun pihak lain yang merasa keberatan.kepada masyarakat mengenai kebenaran data fisik dan data yuridis sebelum sertipikat Hak Atas Tanah diterbitkan dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah.[footnoteRef:4] [4: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

	Asas Publisitas dalam kegiatan Pendaftaran Pertama Kali secara Sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe diterapkan terhadap permohonan hak yang berasal dari tanah hak milik adat yang diproses melalui prosedur penegasan hak. Prosedur Penegasan Hak diterapkan untuk bekas Tanah Milik Adat (TMA) yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan yang dipercaya kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan ditegaskan Konversinya menjadi hak milik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan sesuai dengan ketentuan Tentang pembuktian hak lama dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
	Pengumuman data fisik dan data yuridis dilaksanakan setelah tahapan pengumupulan data fisik dan data yuridis selesai dilakukan. Pengumpulan data fisik dilakukan dengan cara pengukuran bidang tanah oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe berdasarkan penunjukan batas oleh pemohon dan berdasarkan persetujuan dari pihak tetangga yang berbatasan dan disaksikan oleh keuchik setempat kemudian dituangkan dalam berita acara penetapan batas dan ditandatangani oleh para pihak. Untuk pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe melalui loket pelayanan pendaftaran yang telah di verifikasi oleh petugas loket sesuai dengan persyaratan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan kemudian dilakukan telaah dan analisis oleh petugas dari seksi penetapan hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe sebelum tahapan pengumpulan data fisik dilaksanakan.[footnoteRef:5]  [5:  Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

	Setelah data fisik dan data yuridis terkumpul kemudian panitia A melakukan pemeriksaan Lapangan yang di hadiri oleh minimal 3 (Tiga) orang anggota panitia A yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dan 1 (satu) Orang dari Keuchik Gampong setempat Dimana objek permohonan hak berada. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapang dengan menggambarkan secara jelas segala sesuatu keadan dilapangan baik secara kondisi fisik maupun riwayat penguasaan secara yuridis beserta keterangan-keterangan tamabahan yang dipatkan dilapangan yang ditandatangani oleh para anggota tim pemeriksa lapang. Kemudian panitia A melakukan kegiatan sidang panitia A yang di hadiri oleh 5 (Lima) orang panitia yang terdiri dari Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran selaku Ketua Merangkap Anggota, Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Selaku Anggota, Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan selaku Anggota, Koordinator Substansi Pendaftaran Hak selaku sekretaris merangkap anggota dan Keuchik Gampong setempat selaku anggota. Hasil dari sidang panitia A kemudian dituang dalam risalah Panaitia A yang kemudian ditandatangani oleh Ketua, sekretaris dan seluruh anggota kemudian siap untuk diumumkan.[footnoteRef:6]  [6: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

	Data fisik dan data yuridis yang telah disidang oleh panitia A kemudian diusulkan untuk diumumkan menggunakan format Daftar Isian 201 B yaitu formulir pengumuman dalam ketatausahaan kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan lampiran peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk pendaftaran pertama kali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. selain lembar pengumuman dalam bentuk surat, data fisik dan data yuridis juga diumumkan melaui aplikasi Sentuh Tanahku serta secara system aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pendaftaran Tanah (KKP) tidak dapat dilanjutkan ke tahapan pengesahan apabila jangka waktu pengumuman belum berakhir.[footnoteRef:7]  [7: Isvani, Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025. ] 

	Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah tersebut sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu:[footnoteRef:8] [8: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.] 

“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.”
Namun untuk alasan percepatan dengan berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran menjadi 30 hari kalender untuk pendaftaran tanah secara sporadik dan 14 hari kalender untuk pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1). Hal ini merupakan suatu wujud dari penerapan asas publisitas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi pemohon hak atas tanah dan sekaligus sebagai wujud perlindungan hukum bagi Masyarakat umum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas kebenaran data fisik dan data yuridis sebelum dibukukan ha katas tanah dan penerbitan sertipikat tanda bukti hak kepada yang bersangkutan agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
	Lembar pengumuman data fisik dan yuridis serta surat pengantar yang telah ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe kemudian diantar ke desa Dimana objek berada oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe untuk diumumkan di Desa dan menjelaskan bahwa pengumaman tersebut harus ditempel ditempat keramaian atau dipapan pengumuman desa setempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum serta aparat desa yang menerima kemudian membubuhkan paraf atau tandatangan di buku catatan espedisi yang dibawa oleh petugas sebagai bukti bahwa pengumuman tersebut telah diterima oleh pihak Gampong dan untuk membuktikan bahwa Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe telah memenuhi unsur asas publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik kemudian petugas melaporkan kepada kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran bahwa pengumuman telah diterima oleh aparat Gampong setempat.[footnoteRef:9] [9: M. Jhoni Ibrahim, Petugas Pengantar Pengumuman pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025. ] 

Pelaksanaan pengumuman data fisik dan data yuridis sebgaimana yang tindaklanjuti oleh keuchik maupun aparatur Gampong sudah sejalan dengan petunjuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah khususnya Pasal 26 ayat (2) yaitu:[footnoteRef:10] [10:  Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah. ] 

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.”

Hal ini sebagai bentuk penerapan asas publisitas dan juga asas keterbukaan dalam pendaftaran tanah pertamakali agar Masyarakat luas dapat dengan mudah mengetahui informasi terhadap objek dan sabjek hak yang kan ditetapkan dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah. Menurut Maria Darus Badrulzaman yang dimaksud dengan asas publisitas adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Kemudian Elza Syarief mengemukakan asas publisitas berarti setiap orang dapat mengetahui informasi kepemilikan atas suatu bidang tanah : siapa yang memiliki, berapa luasnya, dan apakah terdapat beban di atasnya.[footnoteRef:11] [11:  Elza Syarief, Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Gramedia, Jakarta. 2014,  hlm. 62.] 

Penyampaian keberatan sebagaimana yang disebutkan diatas sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 yaitu :[footnoteRef:12] [12: Pasal 27 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah] 

“Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat”.

Sanggahan dan keberatan dalam kegiatan pendaftaran pertamakali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe ditinjau dari segi waktu pengajuan dapat uraikan sebagai berikut:
a. Sanggahan diajukan sebelum Pengumuman
Berdasarkan hasil penelitian, sanggahan yang diajukan Nuraida berupa keberatan terhadap data fisik dan data yuridis. Keberatan terhadap data fisik diajukan terhadap permohonan hak milik atas nama Nurlaila terletak di Gampong Padang Sakti kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe berupa tanah bekas milik adat yang di buktikan dengan Akta Pembagian Hak Bersama antara para pihak yang dibuat oleh Camat Muara Satu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan ditandatangani oleh semua para ahli waris lainnya sebagai pemegang hak bersama. [footnoteRef:13] [13: Isvani, Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

Permohonan Hak Milik yang diajukan terhadap bidang tanah yang terletak di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe merupakan tanah bekas milik adat kemudian dilksanakan pengukuran oleh petugas ukur dalam rangka pengumpulan data fisik keumudian disajikan dalam peta bidang tanah sebagai data bagi panitia A dalam rangka melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaai salah satu tahapan pembuktian dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali sebelum data fisik dan data yuridis dilakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format daftar isian 201 B sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.[footnoteRef:14] [14: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

Terhadap data fisik berupa ukuran dan luasan penyanggah merasa keberatan karena ada revisi ukuran bidang tanah yang berbatas dengan lorong tanpa persetujuan dari penyanggah yang merupakan akses bagi penyanggah untuk pulang ke rumahnya, sehingga penyanggah  merasa keberatan terhadap luas dan batas-batas bidang tanah tersebut, karena penyanggah merasa bidang tanah yang berasal dari pembagian warisan tidak seperti yang sedang dilakukan pengukuran untuk diterbit kan sertipikat hak milik, sehingga penyanggah yang merupakan saudara kandung dari pemohon mendatangi Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe untuk menyampaikan keberatan dan dicatat sebagai pengaduan oleh panitia A dan petugas seksi penanganan sengketa.[footnoteRef:15] [15: Nuraida, Penyanggah Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sporadik, Wawancara, tanggal 27 Februari 2025.] 

b. Sanggahan diajukan dalam masa pengumuman
Objek sanggahan yang diajukan dalam masa pengumuman terletak di Gampong Kumbang Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe terhadap Permohonan hak milik melalui layanan rutin Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dengan dasar alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 086/2022 tanggal 25 Oktober 2022 sebagai bukti terhadap transaksi jual beli antara Ayi Mahendra selaku pemohon Hak dengan Nasruddin yang merupakan penjual.[footnoteRef:16]  [16: Isvani, Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 25 Februari 2025.] 

Terhadap Permohonan Hak Milik tersebut kemudian dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur dalam rangka pengumpulan data fisik kemudian disajikan dalam bentuk peta bidang tanah untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapang oleh Panitia A dan dilanjutkan dengan sidang panitia A yang hasilnya dituangkan dalam risalah penelitian data yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia A kemudian dilakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Daftar Isian 201 B beserta pengantar yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.
Setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Surat Pengantar dan Format pengumuman data Fisik dan Data Yuridis diantar ke Gampong Oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe yang diterima oleh aparatur Gampong yang sedang bertugas di Kantor Keuchik dengan dibubuhi tandatangan pada buku espedisi sebagai bukti bahwa pengumuman telah diterima dihari yang sama dengan tanggal dan hari pengumuman.[footnoteRef:17] Terhadap pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut kemudian hanya ditempelkan dipapan informasi Gampong oleh keuchik selama 30 (tiga puluh) hari kedepan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat terkait data fisik dan data yuridis sehingga apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan karena haknya dirugikan agar dapat mengajukan sanggahan dan keberatan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.[footnoteRef:18] [17: M. Jhoni Ibrahim, Petugas Pengantar Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 25 Februari 2025.]  [18: Ayi Mahendra, Keuchik Gampong Kumbang Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 28 Februari 2025.] 

Pada hari ke 5 (lima) penguman data fisik dan data yuridis dijalankan diajukan surat sanggahan dari Nurhabibah sebagai perwakilan ahli waris Ramli Yusuf yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan penyanggah merasa keberatan terhadap data yuridis berkaitan kepemilikan yang menyatakan bahwa objek tersebut merupakan lahan Garapannya secara terus menerus dengan dibuktikan dengan surat keterangan Garapan.[footnoteRef:19] Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 2017 Nomor 2894/K/Pdt/2017 perkara Kasasi perdata antara Mansur melawan Nasaruddin memutuskan bahwa Nasaruddin sebagai pemilik sah atas tanah Objek sengketa yang kemudian beralih kepada Ayi Mahendra dalam hal ini sebagai pemohon Hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 086/2022 tanggal 25 Oktober 2022. [footnoteRef:20] [19: Nurhabibah, Penyanggah Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sporadik, Wawancara, tanggal 28 Februari 2025. ]  [20: Mifatahul Rahmah, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 25 Februari 2025.] 

Terhadap pengumuan yang mengajukan keberatan berkaitan dengan data yuridis yaitu adanya keberatan terhadap nama pemilik, keuchik menyarankan kepada pihak yang keberatan agar mengajukan sanggahan beserta alasanya yang dituangkan ke dalam surat sanggahan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.[footnoteRef:21] [21: Ayi Mahendra, Keuchik Gampong Kumbang Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 28 Februari 2025.] 

Kemudian Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe setelah melakukan penelitian dan kajian berkesimpulan bahwa terhadap sanggahan keberatan yang diajukan tidak beralasan hukum dan menyampaiakan kepada penyanggah melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Nomor 17/HP-11.73/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 agar keberatan tersebut dapat diajukan gugatan secara perdata ke pengadilan dengan merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 30 ayat (2) huruf c yaitu :[footnoteRef:22]  [22: Pasal 30 ayat (2) huruf c Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.] 

“yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengaidlan mengenai data yang diselengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;”
Dengan demikian terhadap permohonan Hak milik atas nama Ayi Mahendra tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan Upaya kantor pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dan dilain sisi sebagai wujud perlindungan hukum kepada penyanggah supaya dapat menempuh langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[footnoteRef:23] [23: Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hlm. 54] 

c. Sanggahan diajukan setelah masa pengumuman
Sanggahan yang diajukan terhadap Sertipikat hak milik nomor 407 atas nama Sofyan yang sebelumnya atas nama Nurdin yang dialihkan dengan Akta Jual beli kepada Sofyan. Objek terletak di Dusun Malem Puteh Gampong Alue Lim kecamatan Blang Mangat dimohon hak milik terhadap tanah bekas milik adat berdasarkan alas hak berupa Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh PPATS kecamatan Blang Mangat.  Hak Milik adat tersebut dimohon melalui loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe melalui prosedur kegiatan pendaftaran Pertama Kali secara Sporadik dengan Mekanisme Pengakuan hak.[footnoteRef:24] [24: Mifatahul Rahmah, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 25 Februari 2025.] 

Setelah berkas permohonan lengkap kemudian dilanjutkan pengumpulan data fisik bidang tanah dengan cara dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kator Pertanahan Kota Lhokseumawe kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan lapang oleh panitia A sebagai Langkah penelitian dan kemudian dilanjutkan pengumuman data fisik dan data yuridis sebagai wujud penerapan asas publisitas dalam rangka pembuktian hak.[footnoteRef:25] [25: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025. ] 

Lembaran pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah diumukan dengan cara ditempel dipapan informasi desa yang berada di kantor desa supaya dapat dilihat oleh seluruh Masyarakat karena mengingat pengumuman sangat penting dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat dengan segera menyamppaikan keberatannya baik data fisik mengenai letak batas, ukuran tanah serta luas tanah tersebut dan berkaitan dengan data yuridis yaitu nama pemilik yang tercantum dipengumuman supaya tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Tidak ada perlakuan khusus untuk pemohon yang berasal dari desa setempat dengan pemohon yang berasal dari luar desa, semuanya dilakuakan prosedur pengumuman yang sama.[footnoteRef:26] [26: Kadria, Keuchik Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 21 Februari  2025.
] 

Sanggahan yang diajukan setelah masa pengumuman berakhir teletak di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Sanggahan diajukan bahkan setelah terbit sertipikat Hak Milik dan telah melalaui tahapan prosedur pengumpulan data fisik yaitu pengukuran bidang tanah, pemeriksaan lapangan oleh Tim Panitia A dan kemudian dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta penerbitan Hak nya, namun dari pihak penyanggah tidak pernah mengajukan sanggahan maupun keberatan terhadap pengumuman tersebut karena pihak penyanggah berdomisili diluar Gampong Alue Lim bahkan diluar Kecamatan Blang Mangat sehingga tidak mengetahui terkait dengan pengumuman tersebut. [footnoteRef:27] [27: Ridwan Syamaun Selaku Penyanggah Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sporadik, Wawancara, tanggal 28 Februari 2025. ] 

Penyanggah mengakui bahwa mempunyai dokumen Ganti rugi berupa surat keterangan Ganti rugi tahun 1985 namun pihak penyanggah tidak pernah menguasai fisik bidang tanah tersebut. kemudian pada tahun 2023 pihak penyanggah melihat ada pamplet informasi bahwa tanah tersebut telah dimiliki oleh sofyan dengan sertipikat hak milik sebagai buktinya dan telah dikuasai oleh pihak yang bersangkutan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian penyanggah mengajukan keberatannya kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dengan cara mendatangi secara langsung dan menyampaiakan keberatannya.
Kemudian Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe melalui seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mengundang  para pihak untuk melakukan melakukan mediasi agar tercapai kesepakatan dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah (non litigasi), namun mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara para pihak sehingga kepada para pihak agar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Lkoseumawe serta menyampaikannya kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar dilakukan pencatatan pada buku tanah hak milik yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.
Terhadap permohonan hak milik atas tanah di Gampong alue lim yang diproses melalui mekanisme pendaftaran pertama kali pengakuan/penegasan hak sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 yat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan sesuai dengan ketentuan Tentang pembuktian hak lama dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, karena objek merupakan tanah bekas milik adat yang belum dilekati dengan hak apapun sehingga dengan adanya penerapan pengumuman data fisik dan data yurids sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan sanggahannya. 
Adapun berkaitan dengan mekanisme pengumuman yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan Kota Lhokseumawe dan dilanjutkan oleh keuchik setempat dengan ditempel pada papan informasi Gampong telah sesuai dengan ketentuan pengumuman dengan ketentuan yang berlaku dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Juncto Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran. Namun belum maksimal dilaksanakan karena selain ditempel pada papan informasi Gampong pengumuman juga dapat dilakukan pada bidang tanahnya langsung sehingga lebih mudah diketahui oleh publik karena mengingat kondisi pemilik tanah di Gampong Alue Lim bukan hanya masyarakat setempat saja akan tetapi juga banyak dari kalangan masyarakat luar Gampong Alue Lim sehingga tujuan dari penerapan Asas publisitas dapat terwujud sebagaimana mestinya dan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar agar mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan untuk dapat mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
2. Kendala Penerapan Asas Publisitas dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Peratama Kali secara Sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dan bagaimana Upaya Mengatasinya 

Penerapan asas publistas dalam kegiatan pendaftaran pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe yang diwujudkan dalam masa pengumuman data fisik dan data yuridis yang diberlakukan selama 30 hari kalender dapat diuraikan sebagai berikut :
a. [bookmark: _Hlk191777373]Secara Internal 
	secara internal Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe tidak mengalami kendala yang berarti dalam hal pendistribusian pengumuman karena mengingat wilayah administrasi Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe hanya terdiri dari 4 (empat) kecamatan sangat mudah dijangkau oleh petugas pengantar pengumuman sehingga pengumuman dan juga tidak berat secara operasional dapat dipastikan sampai ke Gampong dihari yang sama dengan tanggal diumumkannya data fisik dan data yuridis sehingga secara ketentuan tidak mengurangi masa sanggah dan mengurangi hak dari Masyarakat untuk mengajukan sanggahan dan keberatan serta selain pengumuan yang diatar ke Gampong, kantor pertanahan juga melakukan pengumuman di aplikasi sentuh tanahku sehingga semua pengguna dapat melihat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sedang diumumkan.[footnoteRef:28]  [28: M. Jhoni Ibrahim, Selaku Petugas Pengantar Pengumuman pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025. ] 

Namun Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe tidak memiliki data kontak person Keuchik maupun Aparatur Gampong menyebabkan  koordinasi antara pihak Kantor Pertanahan dengan pihak aparatur Gampong tidak maksimal menyebabkan kurang efektif karena petugas harus mendatangi Kantor Keuchik hingga dua kali karena tidak ada petugas atau aparatur Gampong di Kantor Geuchik saat pengumuman diantar mengingat ada beberapa Gampong jam operasional kantor Keuchik hanya sampai dengan jam 12.00 wib sehingga pengumuman yang diantarkan setelah jam 12.00 wib sudah tidak ada lagi petugas Kantor Keuchik yang menerima. Hal ini akan menjadi kendala tersendiri karena mengingat petugas harus kembali besok harinya, dengan demikian dapat mengurangi hak Masyarakat untuk menyanggah karena keterlambatan diterima dan sudah tentu akan terlambat dalam proses pengumuman di papan informasi Gampong serta petugas harus memastikan bahwa pengumuman diterima oleh petugas desa dan menandatangani buku tanda terima sebagai bukti bahwa pengumuman telah tersampaikan dengan baik.[footnoteRef:29] [29: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.
] 

Adapun Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dalam mengantisipasi kendala tersebut yaitu dengan membuat database kontak person Gampong dengan demikian petugas dapat menyepakati mengenai tempat dan waktu menerima pengumuman sehingga tercipta pola komunikasi aktif dengan aparatur Gampong setempat dengan terlebih dahulu menghubungi Keuchik Gampong yang bersangkutan ataupun Aparatur desa setempat bahwa di Gampong tersebut akan diantar Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis sehingga aparatur Gampong dapat menunggu sampainya pengumuman dimaksud  atau sesuai kesepakatan mengenai tempat pengumuman dapat diatar oleh petugas serta softcopy dari pengumuman tersebut juga dapat diteruskan terlebih dahulu melalui aplikasi Whatsapp. Dengan demikian kendala terbatasnya jam operasional kantor Keuchik dapat diantisipasi dengan baik sehingga pengumuman dapat diumumkan di Gampong terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya pengumuman oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.[footnoteRef:30] [30: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.
] 

Adapun kendala lainnya adalah secara internal saat ini pengumuman data fisik dan data yuridis beserta lampiran peta bidang tanahnya untuk kegiatan pendaftaran tanah pertamakali belum terakomodir dengan sistem tanda tangan secara elektronik berbeda dengan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap yang telah terakomodir dengan tandatangan secara elektronik sehingga hal ini memerlukan penyesuaian waktu oleh petugas ketika suatu berkas permohonan hendak diumumkan dengan memperhatikan keberadaan Kepala Kantor Pertanahan saat berdinas karena pengumuman harus ditandatangani secara manual.[footnoteRef:31] [31:  Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dalam mengantisipasi kendala diatas adalah dengan cara menyesuaikan jadwal berkas yang akan diumumkan dengan kondisi jadwal kedinasan dari kepala kantor sehingga berkas yang hendak diumumkan dapat dipastikan langsung dapat ditandatangani dan dapat langsung disitribusikan pada hari yang sama dengan tanggal pengumuman sehingga hak dari pihak yang berkepentingan terhadap informasi data fisik dan data yuridis tidak berkurang satu hari pun.[footnoteRef:32] [32: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

b. Secara Eksternal
Secara eksternal pengumuman data fisik dan data yuridis terhadap bidang tanah dalam kegiatan Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik yaitu :
Pertama, Masih lemahnya pemahaman Masyarakat terhadap proses pendaftaran tanah khususnya dan terhadap system hukum pertanahn secara umum sehingga Masyarakat tidak mengetahui secara pasti bahwa pengumuman yang dilakukan di Gampong ada batas waktunya dan sanggahan yang diajukan harus dalam masa pengumuman dan juga masih lemahnya pemahaman Masyarakat dalam Menyusun sanggahan yang akan diajukan dan kemana sanggahan yang harus dituju.[footnoteRef:33]  [33: Ridwan Syamaun Selaku Penyanggah Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sporadik, Wawancara, tanggal 28 Februari 2025.
] 

	Adapun Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe untuk mengantisipasinya yaitu dengan cara memberikan penyuluhan kepada Masyarakat dengan memanfaatkan kesempatan yang ada baik melalui kegiatan PTSL dan program-program kegiatan pertanahan lainnya sehingga Masyarakat dapat mengetahui hak-haknya dalam kegiatan pendaftaran tanah.[footnoteRef:34] [34: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

Kedua, Keuchik dan aparatur desa setempat masih melakukan pengumuman secara konvensional yaitu dengan cara menempel di papan informasi Gampong yang ada di halaman Kantor Keuchik, padahal pengumuman dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan teknologi yang ada di Gampong semisal pengeras suara pada saat tertentu dan tidak hanya terbatas di papan informasi saja, akan tetapi juga bisa dilakukan pengumuman di tempat keramaian lainnya misalnya di pasar setempat ataupun di tempel langsung diobjek bidang tanah yang sedang diumumkan.[footnoteRef:35] [35: Ridwan Syamaun Selaku Penyanggah Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sporadik, Wawancara, tanggal 28 Februari 2025.
] 

Ketiga, tidak adanya ketersedian dana untuk operasional dalam hal mengadakan pengumuman tersebut supaya dapat dengan mudah di ketahui oleh Masyarakat luas yang tidak hanya berada di desa tersebut sehingga pengumuman dapat tersampaikan dengan baik dan tepat waktu, semisalnya dengan mmbuat spanduk dan ditempelkan di objek bidang tanah tersebut sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian Masyarakat sehingga pengumuman dapat tersampaikan dengan baik.[footnoteRef:36] [36: Aulia Rahman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 20 Februari 2025.] 

Keempat, Pihak Gampong dalam hal ini Keuchik dan Aparatur Gampong masih menganggap bahwa pengumuman data fisik dan data yuridis hanya sebatas pemenuhan administrasi saja dalam tahapan pendaftaran tanah pertamakali, karena pada umumnya pihak Gampong mengetahui dengan jelas Riwayat dan status tanah yang ada diwilayahnya, padahal secara yuridis tidak pernah ada jaminan bahwa Keuchik mengetahui sepenuhnya bahwasanya tidak adanya hak-hak pihak lain terhadap objek tersebut.

E. KESIMPULAN
Penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Juncto Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran, namun pelaksanaanya masih ada yang kurang yaitu para Keuchik Gampong yang bersangkutan tidak melaksanakan pengumuman langsung di objek tanah yang sedang proses dimohon hak atas tanah maupun ditempat keramaian lainnya selain di papan informasi Gampong. Kendalanya yaitu masih lemahnya pemahaman masyarakat dan Kechik terhadap proses pendafataran tanah dan hukum pertanahan. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe terus mengarahkan kepada Keuchik agar pengumuman dapat dilakukan secara efektif sesuai kondisi masyarakat setempat dan memberikan pemahaman bahwa potensi permasalahan dibidang pertanahan sangat kompleks. Akibat hukum apabila asas publisitas tidak diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe akan terbit sertipikat hak atas tanah yang dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan dari pihak yang berkepentingan karena objek merupakan tanah bekas milik adat yang didaftarkan dengan prosedur pendaftaran tanah pertama kali dengan mekanisme penegasan atau pengakuan hak yang mengharuskan adanya tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis yang merupakan bagian dari tahapan pembuktian hak dengan demikian sertipikat tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum.
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